BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang dikenal sebagai aparat
keamanan, perlindungan dan pengayoman di dalam masyarakat serta sebagali
penyidik pada tindak pidana yang sudah diatur pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) salah
satunya yaitu tindak kejahatan perjudian. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Pengertian Perjudian dinyatakan
bahwa semua tindak pidana perjudian itu adalah kejahatan.

Judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah permainan yang
menggunakan uang sebagai taruhannya. Sedangkan berjudi ialah mempertaruhkan
sejumlah uang dalam permainan tebakan sesuai kebetulan, dengan tujuan
menerima sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau
harta semula.*Judi diatur dalam Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan
melanggar ketentuan Pasal 303.

2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum,
kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin

untuk mengadakan perjudian itu”.

1Poerwadarminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, him. 419.1
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Dikota Padang perjudian sangat marak dikalangan masyarakat hal tersebut
dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal diantaranya kebiasaan
masyarakat dan juga lemahnya penegakan hukum terhada pelaku perjudian dikota
padang. Upaya kepolisian dalam memberantas kegiatan perjudian di tengah
masyarakat tidak mengurangi kegiatan perjudian di Kota Padang. Masih banyak
kegiatan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan secara tersembunyi
serta sangat jarang sekali diketahui oleh polisi, sehingga saat polisi melakukan razia
terkadang tak mendapatkan hasil dari perjudian tersebut. Dibutuhkan alternatif lain
untuk memberantas perjudian di Kota Padang.

Dalam memberantas perjudian polisi melakukan tindakan represif maupun
preventif, tindakan preventif juga disebut sebagai upaya non penal. Upaya non
penal ialah upaya penanggulangan yang bertujuan untuk pencegahan terjadinya
kejahatan, maka target utamanya ialah menangani faktor-faktor penyebab
terjadinya tindak pidana serta upaya ini berpusat pada persoalan atau kondisi sosial
yang secara langsung maupun tidak langsung bisa menyebabkan kejahatan serta
usaha ini antara lain berupa penyuluhan di tengah masyarakat, pembuatan atau
pemasangan spanduk, baliho.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan
dalam negeri yang mencakup terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, penganyoman dan

pelayanan kepada masyarakat, dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan
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menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perjudian ialah perbuatan yang membuat

resah masyarakat, sehingga mengganggu ketentraman di masyarakat dan untuk itu

kepolisian mempunyai kewenangan dalam memberantas perjudian baik yang

terjadi dirumah judi maupun di warung-warung. Di dalam Pasal 15 ayat (1)

menyebutkan bahwa kewenangan POLRI secara umum, yaitu:

a.

b.

Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
menggangu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi munculnya penyakit masyarakat;
Mengawasi aliran dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
Mencari keterangan dan barang bukti;

Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
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m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preventif dan represif
berusaha untuk menanggulangi timbulnya berbagi bentuk permainan perjudian.
Tindakan preventif yang dilakukan salah satunya di bebankan kepada
kepolisian, yang merupakan pengemban tugas Negara untuk penanggulangan
perjudian. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap perjudian tidak dapat
terlepas dari peran berbagai pihak baik itu aparat penegak hukum. Semua pihak
penegak hukum tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama

dan kesinambungan dalam penanganan tindak pidana perjudian tersebut.?

Salah satu contoh upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana
perjudian di Kota Padang, adalah membentuk program penyuluhan hukum pada
organisasi-organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, sekolah-sekolah,
dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dengan telah dilakukannya
himbauan kepada masyarakat melalui poster-poster yang ditempel di bagian
tembok jalan serta di kantor-kantor yang berada di wilayah Kota Padang
tentang dampak dari tindak pidana perjudian bagi masyarakat dan pemasangan
spanduk-spanduk yang memberikan himbauan untuk memberantas tindak
pidana perjudian bersama-sama dengan masyarakat Kota Padang. Hal ini
dilakukan agar sekiranya masyarakat dapat mengetahui bahwa tindak pidana

perjudian termasuk dalam tindak pidana kejahatan.

2\/alentina Dyah Ayu Andhina Megaputri, 2016 Jurnal Penegakan Hukum Oleh Polri
Terhadap Perjudian, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta, him.4
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Berdasarkan uraian di atas, upaya polisi memberantas tindak pidana
perjudian di Kota Padang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan
dari kepolisian dan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi upaya
kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian ini mengurangi
kegiatan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Padang.

Berdasarkan dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul “UPAYA NON PENAL
OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DI KOTA PADANG (Studi Kasus: Polresta Padang)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan
proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus
dibahas dan ditemukan jawaban:
1. Apakah bentuk upaya non penal yang dilakukan oleh Polresta Padang
dalam memberantas tindak pidana perjudian?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemukan Polresta Padang dalam
memberantas tindak pidana perjudian melalui upaya non penal?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak
ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis upaya non penal yang dilakukan oleh Polresta Padang

dalam memberantas tindak pidana perjudian.
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2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui Polresta Padang dalam
memberantas tindak pidana perjudian melalui upaya non penal.
D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis
melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada
aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena hukum dalam
prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-
undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang
berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang
ditemui di lapangan.®
2. Sumber Data
Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis melakukan dua sumber
data sebagai berikut:
a. Data Primer
Data Primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan Bapak Aiptu Hendra sebagai Kassubnid
satreskrim di Polresta Padang, dan Wawancara dengan Ipda Novi Alfera
sebagai Kaur.bin. Ops di Polresta Padang, wawancara dengan bapak

anggi sebagai salah satu dari masyarakat yang sering duduk di kedai.

3Soejono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, him: 51.
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selain itu penulis melakukan observasi di beberapa tempat untuk
melihat baliho, spanduk yang dipasang untuk sosialisasi pencegahan

perjudian.

b. Data sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,buku-buku
yang berhubungan dengan obyek penelitian.*Data diperoleh oleh
penulis tentang upaya non penal polisi dalam memberantas tindak
pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Padang serta data
statistik kriminal yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian di
Kota Padang dari tahun 2019 hingga 2021.
3. Teknik PengumpulanData
Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan data ini, maka
teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:
a. Wawancara
Yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi
langsung dengan obyek atau sampel.® Teknik wawancara digunakan ialah
wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur ialah
menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak memakai

pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.®

“Ibid.

SKartini Kartono, 1996, Pengantar Metode dan Riset Sosial, Manjar Maju, Bandung, him:
162.

®Ibid. him. 163.
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b. Studi Dokumen

Yaitu studi yang bertujuan dan fungsinya ialah menunjukan jalan pemecahan
permasalahan  penelitian.” Penulis menggunakan teknik ini untuk
mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan upaya non
penal Polresta Padang dalam memberantas tindak pidana perjudian di Kota
Padang.
Observasi
Yaitu cara menghimpun data yang di lakukan dengan mengadakan pengamatan
dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang di
jadikan sasaran pengamatan. Penulis menggunakan teknik ini untuk
mengadakan pengamatan secara langsung di beberapa tempat untuk melihat
baliho, spanduk yang dipasang untuk sosialisasi pencegahan perjudian.
Analisis Data

Analisis data ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk
menentukan penyelesaian masalah penelitian yang menjadi objek kajian
penulis.® Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis
kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mempelajari sebuah pemikiran,
makna, cara pandang manusia tentang gejala-gejala yang menjadi fokus

penelitian.©

76.

’Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta,him:112.
8Anas Sudijono, 2012, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him.

9Zainuddin Ali, Op.Cit, him: 107.
1°Burhan Ashofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineke Cipta, Jakarta him: 57.
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